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Bisnis PCR
Semakin Terdepanm

rojo aktif melakukan percepatan dan perluasan
vaksinasi gratisuntukrxakyat. Tapi kami kecewa
dengankewajibantes PCR."DemikianKetuaSatgsas
Geralkan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19
DPP Projo, Panel. Barus, meluapkan kekece-
waannyaterhadap kebijakanyvangditelurkanlevwat
Imnmendagri Nomor 53 Tabun 20271 tentang
Pemberlakuan Pembatasanmn Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Covid-201.9 di Wilayah Javwadan Bali tersebut.

Respons yang sarma juga disampaikan Ketua DPR RI Puan
Maharanidansejumlah fraksiDPR . _Apayvangmerekasampaikan
selaras dengan kekecewaan masyarakat luas yvang merasalkan
kewajibanmn PCR untuk penggsuna transportasi udara semalkin
memberatkan mereka.

IDi sisi lain secara rasional kebijakan ini menimbulkan tanda
tanya karena tidak simkromnm dengan kebijakan-kebijakan
Premerintahlainnya. Karenaitudalam berbagai komentarpublik
diduniamayarmunculkecurigaanyangterbilangekstrem,bahwa
kewajibanmn PCR bagi penggosuna tramsportasi udara hanya untuk
melayani kepentingan.mafia PCR DDi sisi lain negara meng—
abaikan kepentingamnlain yanglebih besar.

Mengapa tidak sinkron? Kewajiban PCR tShara bertentangan
dengan sermangat vaksasinasi seperti~disampailkan Projo. IMia-—
syaralkatdansemuakompenefibangsabersemangatrmendorong
vaksimnasi rmassal Ssecepat rmauvnglkin densarnvbarapan semakin
cepat tervwujud FPrerFel irFirriwerzitcyy danm masyarakat bisa melakulkan
aktivitas secara nornal.

Dengandemikianmasyarakatyangsudahmmelalkukanvaksin,*
terutarma yang sudah 2 kali, selayaknya tidak lagi dibebani PCR..
Bukankah vaksinasi diarahkan untuk menciptakan kekebalan

T tubuh? Jika termyata masih divwajibkan PCR, merela pasti alcan

bertanyaapamanfaatnyavaksin?Sampaikapanharusterus PCR
dan berapa banyvak duit yangharus dikeluarkan?

Karena itu sebenarnya cukup mereka melalktulkan verifilkkasi
aplikasi Pedulil.indungidan kewajibanmematuhiprotokol kese-
hatan. Kalau to/ ada persocoalan dengan sisternm atau implemen—
tasinya, tidak sepatutnya beban dilimmpahkan ke pubik. Adapun
bagi yvang belurm divaksin atau belum lengkap, tentu kewajiban
PCRharusdilaksanakan. Jadijangan disamaratalkanantarayang.
sudah dengan yang belum divaksin._ 3

Kewajiban vaksin juga bertabrakan dengan kebij alkan pPerme—
rintab untuk mendorong permulihan ekonomi. Untuk mmewu—
judlkannya, strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi INasional
(PEMN) menggariskan tiga kebijakan, yvakni peninglkatan kon-
sumsi dalam negeri, peninglkatan aktivitas dunia usaha serta
menjaga stabilitas ekonomidan ekspansi rmoneter.

Ketiga kebijakan tersebut tentu punya benang merah yvang
sama, yvakni bagairmana ekonomi bisa bergerak, selaras dengan
kel)1)akan pPemerintah melawan pandemi. Dengan demikian
antara dua variabel tersebut tidak boleh saling menegasilkan.
Upayva melavwan pandemi penting, -tetapi menggairahlkan
lkembali sektor ekomnomijuga sama penting. Kematian akibat
pPandemi memang sangat memprihatinkan, tetapi kematian
kehidupan masyarakat akibat berlarutnya kehancuran sektor
ekonomitidaklah kalah rmermbahayvalkan.
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Pandemi sudah dua tahun melanda dan sudah meremukkan
perekonomian. Diantarayangmenjadikorbankarenaterhentinya
mobilitasmasyarakatadalahindustrimaskapaidanpariwisata. PT
Garuda Indonesia (Persero) Thk misalnya. Maskapai pelat merah
tersebut dilaporkan mengalami kerugian lebih dari Rp13 triliun
pada semester 1/2021. Kerugian yang dialami sudah pasti akan
berimbaspadahilangnyakontribusiuntuknegaradanjustrumen-
jadi beban baru karyawan'saja. Takkkalah parahnya adalah kehan-
curan sektor wisata. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mem-
proyeksikan indéstripariwisatamengalamikerdgian Rp50triliun
per bulan. Mayoritas bexasal dari kertigian industri pendukung
pariwisatasepertiUKM, pangan, transportasi, ekonomikreatif,

Kewajiban PCR sudahpastiakan mielanjutkan keterpurukan
tersebut. Pembatasan harga PCR maksimal Rp300.000 justru
membuka kotak pandora betapa besarnya keuntungan yang di-
peroleh mereka yang berebut bisnis PCR, sebaliknya betapa ter-
eksploitasinya masyarakat. Berlanjutnya kewajiban PCR tanpa
pandangbuluseolahmenegaskanbahwaindustrimaskapai, sek-
tor pariwisata, dan kehidupan perekonomian masyarakat luas
boleh sekaratasalbisnis PCR semakin terdepan! £}
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